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GUBERNUR JAMB)|

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN paN BELANJA DAERAH

,. Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMB,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 ’I‘ahu_n
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

1.

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957
tentang Pembentukan Daerah-Dacralys Swalantra
Tingkat 1 Swraiera Barat, Jambi dan Riau
(Lembarau Negara Repubilik Indonesia Tahun 1957
Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat MNomor 19
Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
Dacrah Swatantra Tingkat | Surnatera Barat, Jambi
dan  Riau  menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 12 Talup 1985
Pajak Bumi dan Bangunarn, (Lerubaian egara
Republik  Indonesia  Tahun 198g Nomor g5
Tambahar Lemburan Negarg Republik lndcnezia:
Nomor 3312) sebagainiaia telah diubah dengqr
Undang-Undang Nomor 12 Tahyp 1u94 tent?m‘
Perubahan Atas Undang_-Undang Nomor 12 ’I‘ahug
1985 tentang Pajak Bumlldan Bangunan {{.Cmbarqn
Negara Republik Tndonesia Tahuy, jgg4 Nomor €:an
Tambahan Lembaran Negarg Republik Indone "
Nomor 3569); s
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Undang-Undang Nomor 28 Tahyp 19
Penyelenggaraan Negara yang Rersijy gy

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Leinbar

: . it a -
Republik  Indonesia Tahun 189y CE\IO;OI\_I»{%GI_’I
Tambahan Lembaran Negarg RUPUblil; l:; it 7..)
Nemer 3851), dongsig
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. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5099);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
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